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Tesisini membahas tentang tanggung jawab pribadi Direksi dalam tindak pidana korupsi, sertaimplikasi
hukum atas terbitnya putusan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Direksi terpidana
korupsi suatu Perseroan terhadap piutang Perseroan kepada Negara yang timbul dari kerjasama Perseroan
dengan Pemerintah. Pidana tambahan uang pengganti merupakan sanksi pidana tambahan yang dikenakan
kepada terpidana korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan harta yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi sekaligus sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Adanyaindikas terjadinya pencatatan ganda
(double counting) pada akun piutang Pemerintah, yaitu yang berasal dari piutang uang pengganti pada
laporan keuangan K g aksaan dengan piutang negara pada Perseroan yang dicatatkan oleh Kementerian
Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) menimbulkan suatu pertanyaan apakah pembebanan
uang pengganti yang merupakan bentuk tanggung jawab pribadi Direks atas kerugian negara dapat
sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab perseroan kepada negara yang timbul dari hubungan perdata
antara Perseroan dengan Pemerintah. Disisi lain, pencatatan ganda akan menimbulkan ketidakadilan, karna
Pemerintah menerima pembayaran duakali atas suatu transaksi yang sama. Penulisan tesis ini menggunakan
metode yuridis normative dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi literatur, kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif dan analitis
deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti
sebagai pertanggungjawaban pribadi seorang Direksi terpidana korupsi memang tidak dapat serta merta
terkonversi menjadi tanggung jawab perseroan kepada Negara, namun demikian peranan pidana tambahan
uang pengganti sebagai salah satu bentuk dari asset recovery dalam pertanggungjawaban pidana, membuat
negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi padatransaks perdata dengan PT TPPI terpulihkan
kerugiannya melalui penjatuhan pidana tambahan uang pengganti.

...... This thesis examines the personal liability of directorsin corruption offenses and the legal implications
of the additional penalty of compensation imposed on convicted corporate directors for the company's debt
to the state arising from a coperation agreement between the company and the government. The additional
penalty of compensation is an additional criminal sanction imposed on convicted corruptors. It aimsto
return assets obtained from the crime and recover state losses. The indication of double-counting in the
government's receivables account, namely from the compensation receivable in the Prosecutor's Office's
financial statements and the state debt to the company recorded by the Ministry of Finance as the General
Treasurer of the State (BUN), raises the question of whether the imposition of the additional penalty of
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compensation, which isaform of personal liability of the director for state losses, can also be aform of
corporate liability to the state arising from the civil relationship between the company and the government.
On the other hand, double counting will create injustice, as the government receives payment twice for the
same transaction. This thesis uses a normative juridical method with an approach to statutory regulations.
Data was collected through a literature review, processed and analyzed using qualitative and descriptive-
analytical methods. The research concludes that the imposition of the additional penalty of compensation as
personal responsibility for a convicted corporate director cannot be automatically converted into corporate
liability to the state. However, the role of the additional penalty of compensation as aform of asset recovery
in criminal liability allows the state, as a victim of corruption in civil transactions with PT TPPI, to recover
its losses through the imposition of the additional penalty of compensation.



